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Abstrak 

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat Negara yang tidak 

menerima gaji dan pensiun layaknya abdi Negara lainnya. Arti penting dari profesi Notaris 

disebabkan karena Notaris oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk menciptakan alat 

pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa yang disebut akta autentik itu dianggap 

benar. Karena peran notaris dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Maka, Ikatan Notaris 

Indonesia (I.N.I) membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas yang salah satu 

tugasnya adalah memeriksa, memberi arahan kepada notaris yang menyimpang dari kode etik, 

pedoman maupun peraturan yang ada dan Dewan Kehormatan mengambil keputusan atas 

dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan kode  etik yang bersifat internal. Notaris sebagai 

pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi 

menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. 

Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris 

tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. 

Tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara Notaris 

dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama Notaris. Adapun rumusan 

masalah dalam penulisan ini adalah : 1.Bagaimana Persaingan Antar Pejabat Notaris terhadap 

Honorarium di Semarang? 2.Bagaimana Dewan Kehormatan Daerah Mengahadapi 

Problematika Persaingan Antar Pejabat Notaris dalam Penentuan Honorarium di Semarang? 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 
empiris dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Data 

primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara  wawancara. Data dianalisis menggunakan 

teknik analisis kualitatif kemudian dideskripsikan kedalam laporan penulisan dalam bentuk 

tesis. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dalam penentuan honorarium di Kota 
Semarang karena adanya kesepakatan antar Jabatan Notaris yang menentukan honorarium 

Notaris di Kota Semarang. Tidak ada persaingan dalam penentuan honorarium antar jabatan 

Notaris dengan hal ini yang saya bahas adanya temuan yaitu temuan asas keseimbangan tarif 

yang artinya dalam hal tarif Notaris belum ada pengaturan batas minimum honorarium 

Notaris. Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri 

atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau 

orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap 

KodeEtik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima 

pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul 

telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan 

penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh 

anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah. 

 
Kata Kunci :  Dewan Kehormatan Daerah, Notaris, Honorarium  



 

ix  

Abstract 

Notary are the only public officials appointed by the State who do not 

receive salaries and pensions like other State servants. The importance of the 

notary profession is because notaries by law are given the authority to create 

absolute means of proof, in the sense that what is called an authentic deed is 

considered true. Because the role of a notary in society is needed. Thus, the 

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) formed an Honorary Council and a Supervisory 

Board whose duties were to examine, and provide direction to notaries who 

deviate from the existing code of ethics, guidelines, and regulations and the 

Honorary Council make decisions on alleged violations of the provisions of 

office and the code of ethics internal. Notaries as public officials appointed by 

the state, do not receive an honorarium from the state but receive an honorarium 

for the legal services provided by their authority. The amount of honorarium 

received by a Notary in the Notary Office Law is not regulated absolutely, but is 

adjusted to the conditions of each region.  an agreement to determine the 

honorarium between the Notary and the client, so there is no similarity in 

honorarium among Notaries. The formulation of the problem in this paper is: 1. 

How is the Competition between Notary Officials for Honorarium in Semarang? 

2. How does the Regional Honorary Council deal with competition problems 

between notary officials in determining honorariums in Semarang? 

The approach method used in this study is an empirical juridical approach 

by examining primary data and secondary data which are analyzed qualitatively. 

The primary data in this study was conducted using interviews. The data were 

analyzed using qualitative analysis techniques and then described in a written 

report in the form of a thesis. 

Based on the results of the study it can be seen that in determining the 

honorarium in the city of Semarang due to an agreement between notary 

positions that determine the honorarium of notaries in the city of Semarang. 

There is no competition in determining the honorarium between notary 

positions. In this matter, what I discussed is the finding, namely the finding of the 

principle of balanced rates, which means that in terms of notary rates, there is 

no regulation of the minimum limit for a notary honorarium. The Regional 

Ethics Council may seek facts of violation on its own initiative or after receiving 

a written complaint from a member of the association or another person with 

convincing evidence that a violation of the Code of Ethics has occurred, after 

finding facts of a violation of the Code of Ethics or after receiving a complaint, it 

is obligatory to summon the member concerned to ascertain whether a violation 

has actually occurred and allow him to provide an explanation and defense. 

From the meeting minutes were made which were signed by the member 

concerned and the chairman and a member of the Regional Honorary Council 

 

Keyword : Regional Honorary Council, Notary, Honorarium 
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